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TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) peraturan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun
2016 tentang statuta Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu
menyusun Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di
Universitas Negeri Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan
Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Negeri Gorontalo;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3687);

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari
Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3871);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum terakhir kali dirubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
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Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyususunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kemeterian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuayaan No 20 tahun 2013
tentang Sistem Akuntasi Universitas Negeri Gorontalo

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5500);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014, tentang
Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kemeterian/Lembaga;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23
Tahun 2016 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri
Gorontalo;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 49
Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang
Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri
Gorontalo Periode tahun 2019-2023;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.  Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut UNG adalah

perguruan tinggi yang menyenggarakan pendidikan akademik dan dapat
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menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah
seluruh peneriamaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan.

PNBP UNG adalah penerimaan dana yang berasal dari masyarakat yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipungut UNG
sebagai sumber pembiayaan.

Rencana PNBP adalah ahsil perhitungan/penetapan target dari pagu
penggunaan PNBP yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.

Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun
anggaran.

Pagu Penggunaan PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan digunakan dalam
satu tahun anggaran.

Tarif adalah imbalan yang dapat diterima UNG atas jasa layanan yang
diberikan kepada masyarakat.

Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan UNG yang terdiri dari Biro,
Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, Sekretariat Dewan Pengawas dan
Unit Pelaksana Teknis.

Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat TA, adalah periode dari 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.

T+2 adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 tahun berikutnya.

TA Sekarang yang selanjutnya disingkat TA-S, adalah tahun anggaran yang
sedang berjalan.

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada
Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Kemeterian /Lembaga.

BAB II
JENIS PNBP

Pasal 2

Jenis PNBP UNG terdiri atas:
a. Biaya penyelenggaraan pendidikan
b. Biaya seleksi ujian masuk

c. Hasil kontrak kerja



d. Hasil penjualan produk/jasa
e. Sumbangan dan/atau hibah: dan

f. Penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3
Jenis PNBP biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya seleksi ujian masuk, hasil
kontrak kerja, dan hasil penjualan produk/jasa, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, merupakan pendapatan yang
dipungut dari masyarakat berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang.

Pasal 4
Jenis PNBP sumbangan dan/atau hibah, sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 huruf e, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 huruf f, merupakan pendapatan yang diperoleh dari

masyarakat yang tidak berdasarkan tarif layanan tertentu.

Pasal 5
1. PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu sumber
pembiayaan UNG.
2. Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan

untuk kegiatan operasional dan investasi.

Pasal 6
1. Seluruh PNBP UNG wajib disetor langsung ke rekening Rektor selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pendapatan.
2. Atas cara penyetoran PNBP UNG diatur dengan keputusan Rektor tersendiri.
BAB III
PENGGUNAAN PNBP

Pasal 7
1. PNBP UNG yang bersumber dari penerimaan biaya penyelenggaraan
pendidikan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dialokasikan
untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang meliputi;
a. Anggaran biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
b. Anggaran biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. Anggaran biaya kegiatan kemahasiswaan;
d. Anggaran biaya operasional pendukung teknis dan administratif;
e. Anggaran biaya investasi; dan
f. Anggaran biaya kegiatan pengembangan.
2. Anggaran biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah anggaran biaya minimal yang



dialokasikan agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara
normal yang meliputi:

a. Penyusunan jadwal dan perangkat perkuliahan;

b. Penyediaan bahan dan alat tulis perkuliahan;

c. Penyediaan bahan dan peralatan laboratorium;

d

. Penyelenggaraan perkuliahan dan ujian akhir semester;

®

Monitoring perkuliahan;

™

Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan, Praktik Pengalaman Lapangan,
Kuliah Kerja Nyata;

Yudisium dan wisuda;

0

h. Remunerasi dosen dan tenaga kependidikan;

i. Honorarium dosen dan tenaga kependidikan Non PNS; dan

j- Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya.

. Anggaran biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah anggaran biaya yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang antara lain meliputi;

a. Layanan administrasi penelitian/pengabdian;

=

Pelatihan/sosialisasi penyusunan proposal penelitian/pengabdian;

Seleksi proposal penelitian/pengabdian,;

o o

Pelaksanaan penelitian/pengabdian;
Monitoring dan evaluasi penelitian/pengabdian;
Seminar dan publikasi hasil penelitian/pengabdian;

Publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks;

oot 0

. Pengurusan paten/hak cipta; dan

=

Laporan pelaksanaan penelitian/pengabdian.

. Anggaran biaya penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sebagaiman yang
dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah anggaran biaya maksimal yang
dialokasikan agar lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa
dapat melaksanakan aktivitasnya.

. Anggaran biaya operasional pendukung teknis dan administratif
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah anggaran biaya
minimal yang dialokasikan agar penyelenggaraan urusan dan layanan
perkantoran dapat berjalan secara normal untuk:

a. Langganan daya dan jasa;

o

Pemeliharaan peralatan dan mesin;

Pemeliharaan gedung/bangunan yang tidak bernilai kapitalisasi;

o o

Perjalanan dinas;
Rapat-rapat dinas;
Remunerasi tenaga kependidikan;

Gaji dan tunjangan pegawai Non PNS (BLU); dan

Rt 0

. Biaya operasional pendukung teknis dan administratif lainnya.



6. Anggaran biaya investasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah
anggaran biaya maksimal yang dialoksikan agara tersedianya saran dan
prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi.

7. Anggaran biaya kegiatan pengembangan sebagaiman yang dimaksud pada
ayat (1) huruf f, adalah anggaran biaya yang dialokasikan untuk peningkatan
kapasitas penyelenggaraan tridahrma perguruan tinggi sesuai dengan target
kinerja yang direncanakan meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang akademik;

b. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang administrasi umum
dan keuangan;

c. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang kemahasiswaan;

d. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan bidang perencanaan dan

kerjasama.

Pasal 8
Alokasi anggaran biaya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

2. Besaran presentase alokasi anggaran untuk penelitian dan pengabdian
masyarakat sebesar 15% atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

3. Presentasi anggaran untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ini
dialokasikan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan
Fakultas/Program Pasca Sarjana

4. Alokasi anggaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Fakultas
dan Progra Pasca Sarjana sebesar seratus lima puluh juta rupiah per
Fakultas/PPS

5. Besaran presentase alokasi anggaran untuk remunerasi sebesar 35%
Besaran presentase alokasi anggaran untuk Universitas sebesar 30% yang
digunakan oleh LP3M, Biro, UPT, Pusat, SPI dan Sekretariat Dewan
Pengawas

7. Besaran presentase alokasi anggaran untuk Fakultas dan Pasca Sarjana
sebesar 20% yang digunakan oleh 10 Fakultas dan 1 program pasca sarjana

8. Persentasi anggaran pada Fakultas dan Program Pasca Sarjana diatur
sebagai berikut :

a. Operasional Perkantoran sebesar 15%

b. Perjalanan Dinas Koordinasi sebesar 5%

c. Pemeliharaan sebesar 10%

d. Kemahasiswaan sebesar 10%

e. Pengembangan SDM sebesar 25%

f. Pengembangan Program Studi, Pembelajaran dan Seminar sebesar 35%

9. Penetapan besaran presentase alokasi anggaran biaya wunit kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan;



a. Realisasi anggaran belanja tahun sebelumnya;
b. Target kinerja yang direncanakan.

10. Presentase alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
digunakan sebagai acuan awal penyusunan perencanaan program dan
anggaran.

11. Setelah tahun anggaran yang direncanakan berjalan, persentase alokasi
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat desusaikan dengan
mempertimbangkan:

a. Realisasi penerimaan PNBP UNG pada tahun berjalan;
b. Program prioritas Universitas;

c. Kebijakan pemerintah.

Pasal 9
1. Penerimaan PNBP UNG yang berasal dari biaya seleksi ujian masuk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, digunakan untuk
penyelenggaraan seleksi ujian masuk UNG.
2. Dalam hal penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi
kebutuhan anggaran biaya yang diperlukan, sisa anggarannya digunakan

untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 10

1. Penerimaan PNBP UNG yang berasal dari hasil kontrak kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disetorkan ke rekening penerimaan.

2. Penerimaan PNBP UNG dari hasil kerjasama digunakan untuk
penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kerja
maksimal 94%

3. Sisa anggarannya minimal 6% digunakan untuk menunjang kebutuhan

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 11
1. Penerimaan PNBP UNG yang berasal dari hasil penjualan produk/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, digunakan untuk biaya
produksi/penyelenggaraan layanan jasa.
2. Dalam hal penerimaan PNBP sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) melebihi
kebutuhan anggran biaya yang diperlukan, sisa anggarannya digunakan

untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi..

Pasal 12
Penerimaan PNBP UNG yang berasal dari penerimaan lainnya yang sah dan
tidak mengikat digunakan untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan

tridharma perguruan tinggi.

Pasal 13



1. Usulan penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan PNBP UNG
mengikuti ketentuan yang mengatur tentang penyusunan rencana program
dan anggaran.

2. Penyusunan rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan kebutuhan operasional dan target kinerja yang

direncanakan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo




